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ULl No 28 tahun 20014 tentang Hak Cipra

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
mierupakan hak eksklusif vang terdiri atas hak moral dan hak
ehonomi,

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Retentuan schagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan
Pasal 25 ndak berlaku rerhadap:

. penggunaan kunpan singkat Cipraan dan/atia produk Hak Terkan
untuk pelaporan peristiva aktual vang ditvjukan hanya  unmuk
keperluan penyediaan informast aktual;

i Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkair hanya untulk
kepentingan penelitian ilmu pengetabuan;

il Penggandaan Ciptaan dan/atan produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajatan, keeuali pertunjukan dan Fonogram yang telah
dilakukan Pengumuman selagai baban agar dan

. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetabuan yang memungkinkan suatu Cipraan dan//atan produk
Hak ‘Terkair dapar digunakan wnpa ben Pelaku Perunjukan,
Produser Fonogram, atau Lembaga Penviaran,

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setdap Orang yang dengan tunpa hak melakukan pelanggamn hak

chonomi sebagaimana dimaksud dalam Pazgal 9 avar (1) hwoaf 1 untuk

Penggunaan Beeara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (saru) mabun dan/atan pidana denda  paling  bamyak

R 1OGLD00,000 (seratus juta rupiab).

Setiap Ovang vang dengan tanpa hak dan/awmu wanpa izin Pencipta

atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ckonomi

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avar (1) huraf e, huraf

d, huraf f, dan/ata buraf b unek Penggunasn Secara Komersial

dipidana dengan pidana penjara paling larma 3 (tga) tahun dan/atau

pidana denda paling banvak Rp300.00000000 (lima ratos juta
rupdal).
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KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Allah Subhanahu Wata’ah, karena atas karunia Nya
jualah maka buku; “Pengantar Aspek Hukum Bisnis Di Indonesia (Respon
Terhadap Perjalanan Regulasi Badan Hukum) ” telah terbit. Ide awal
penulisan buku ini, yang semula dari hasil ramuan bahan ajar dan fokus
penelitian saya dalam bidang hukum pidana,. Kemudian penulis melakukan
diskusi panjang dengan saudara saya di lingkungan akademisi yang
Profesinya sama dengan saya sebagai Dosen dan juga diskusi dengan teman-
teman sesama praktisi atau lawyer., akhirnya buku ini hadir.

Buku ini hadir dihadapan pembaca yang budiman, dimaksudkan untuk
membantu mempermudah para mahasiswa, Dosen, praktisi dalam
menyediakan dan memperkaya buku ajar dan referensi mata kuliah
Perundang-undanganterkait =~ perbandingan/pertanggungjawaban  hukum
korporasi dalam lingkungan hukum bisnis atau hukum perdata secara luas.

Hukum bisnis merupakan peraturan yang mengawal pelaksanaan
kegiatan dalam berbisnis atau pelaksanaan kegiatan ekonomi. Di dalam
pengaturan mengenai hukum bisnis termuat tata cara dan prosedur
mengenai bagaimana menjalankan kebiasaan bisnis yang sebenarnya.
Untuk memahami hukum bisnis, ada baiknya kita terlebih dahulu
memahami hukum perdata dan hukum dagang secara umum. Sebab bidang
hukum perdata dan hukum dagang merupakan dasar dari hukum bisnis. Hal
ini penting, supaya kelak kita tidak mengalami kesulitan dalam
memahami hukum bisnis secara mendasar.

Dalam perekonomian Indonesia badan usaha terbanyak adalah badan
usaha berbentuk usaha kecil yang pada umumnya merupakan badan usaha
bukan badan hukum. Pemikiran tentang perlunya pengaturan bagi badan
usaha bukan badan hukum terutama mengingat banyaknya badan usaha kecil
yang tidak jelas bentuk dan statusnya. Sebagai penopang perekonomian
Indonesia usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral dalam dunia
usaha nasional yang dalam kenyataannya usaha kecil terutama belum mampu
mewujudkan perannya secara optimal.

Penulis menyadari, kehadiran buku ini ke hadapan khalayak pembaca
tidak sulit terwujud manakala tidak didukung oleh berbagai kalangan, baik
dalam bentuk penyediaan bahan-bahan hukum primer maupun pemikiran



konstruktif, sehingga terwujud naskah yang kemudian diterbitkan menjadi
buku. Kehadiran buku ini, diharapkan membantu pihak-pihak yang ingin
mengetahui dan mendalami tentang badan usaha , seperti kalangan Mahasiswa
dari berbagai disiplin ilmu, Dosen Hukum, Polisi, Jaksa, Hakim, dan aparat
pemerintah lainnya.

Ucapan terima kasih yang setulus tulusnya juga kami sampaikan kepada
seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis menyiapkan buku ini.
Penulis menyadari, buku ini belumlah sempurna sehingga diharapkan koreksi
dan saran berbagai pihak terutama dari pembaca budiman.

Medan, Juli 2024
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BAB |
PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN HUKUM BISNIS
Hukum  merupakan normanormaatau peraturan yang berlaku

dalam bentuk ik tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tingkah laku
manusia. Secara umum hukum dapat dibagi menjadi dua macam meliputi
hukum privatdan hukum publik. Hukum publik adalah kaidah kaidah yang
mengatur hubungan hukum antara negara dengan warga negara atau untuk
mengatur kepentingan umum. Hukum privat merupakan kaidah kaidah yang
mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan warga negara lainya
atau mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan.’

Hukum privat (hukum perdata materiil) merupakan peraturan hukum
tertulis dan tidak tertulis yang menyangkut hubungan hukum antar orang per
orang dalam lingkup bermsyarakat. Hubinganhukum teersebut menimbulkan
hak dan kewajiban secara timbal balik di dalam suatu masyarakat. di samping
hukum privat materiil, juga dikenal hukum perdata formil yang lebih dikenal
hukum acara perdata) atau proses perdata dan merupakan hukum yang
mengatur tentang cara mempertahankan atau melaksanakan hukum perdata
materiil. Hukum ni sering disebut dengan hukum prosedrral karena mengatur
prosedur pelaksanaan dari hukum mataeriil. Hukum acara perdata ini
merupakan hukum proses dalam rangka mempertahankan hukum perdata
materiil.?

Hukum bersifat memaksa terhadap siapapun dengan tujuan agar
manusia dalam hidup bermasyarakat dapat tertib dan aman. Kehidupan
bermasyarakat ini termasuk di dalamnya adalah bisnis. Bisnis sebenarnya
bagian dari hukum perdata atau hukum privat yang mengatur
hubungan hukum antar orang per orang sebagai subjek hukum. bisnis
sendiri berasal dari bahasa Inggris business yang artinya kegiatan usaha.

! Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 2003, hlm 25
2 Sudarsono SH, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 7
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Kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bisnis ,erupakan usaha

dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan.’

Richard Burton Simatupang bisnis diartikan sebagai Semua usaha
usaha yang dilakukan oleh orang orang atau badan hukum yang berlangsung
terus menerus dalam hal ini merupakan kegiatan usaha dapat kegiatan
perdagangan barang dan jasa, sewa menyewa, jual beli, tukar
menukar yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.*

Bidang bidang kegiatan usaha secara garis besar dapat digolongkan
ke dalam 3 bidang usaha yaitu:’

1. Kegiatan usaha dalam lingkup usaha perdagangan (Commerce)
merupakan semua kegiatan jual beli oleh orang orang atau badan
usaha untuk tujuan untuk memperoleh laba, perdahangan ini dilakukan
di dalam dan luar negeri Contoh :), dealer, agen, grosir, toko,
Produsen (pabrik) dan lain lain.

2. Bisnis dalam lingkup usaha perindustrian (/ndustry) merupakan kegiatan
produksi atau yang menghasilkan barang dan mempunyai nilai bagi
masyarakat Contoh: pertambangan,pabrik makanan, perkebunan,
penggalian batu, pabrik mesin pembuatan  gedung, jembatan,
pakaian, kerajinan, , dan lain lain.

3. Bisnis dalam lingkup usaha jasa-jasa(Service) merupakan
halhalyang dilakukan yang menghasilkan jasa jasa baik orang pribadi
maupun badanusaha.. Contoh : asuransi, advokat, akuntan, penilai
(Appraisal), akuntan, dan lain lain.

Selanjutnya beberapa definisi ~ hukum bisnis yang dikutip dari
para ahli antara lain Munir Fuady mendefinikan hukum binis adalah
seperangkat norma atau kaidah hukum yang mengatur tentang prosedur
dan tatacara melakukan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang dilakukan
oleh orang orang yang bergerak di bidang perdagangan, industri, wira
usaha, denga menggunakan teknik dan cara tertentu dan menghasilkan

3 Satijipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 1998, hlm 11

* Fuady, Munir. 1996. Hukum Bisnis: Dalam Teori dan Praktik(Buku kesatu).
Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 7

3 Badrulzaman, Mariam Darus. 1994. Aneka Hukum Bisnis.Bandung: Penerbit
Alumni. h. 81
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keuntungan yang dalam hal ini berupa uang.

Johannes Ibrahim, dkk, menyatakan bahwa hukum bisnis, merupakan
kumpulan kaidah kaidah yang mengatur penyelesaian terhadap
persoalan-atau  permasalah dan seluk beluknya dalam aktivitas
perdagangan. Penulis sendiri  mendefinikan hukum bisnis sebagai
seperangkat norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur
kegiatan usaha yang meliputi perdagangan, industri, perdagangan dan
penyelesaiannya dengan segala akibat hukumnya.

Kehadiran aspek hukum dalam bisnis bertujuan untuk mengintegrasikan
dan mengkoordinasi kepentingan kepentingan para pelaku usaha yang bisa
saja kepentingannya berbeda sehingga harus membutuhkan penyelesaian
secara adil. Hukum melindungi seseorang dengan cara melindungi hak
hak tertentu untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Disamping itu tentu juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi dan
dilindungi oleh hukum. Dalam hubungannya dengan hukum bisnis maka
setiap pelaku usaha tentu mengharapkan perlindungan hukum sehingga
dapat dikatakan bahwa aspek hukum akan selalu menjadi bagian dalam
berbisnis. Bisnis tidak dapat dilepaskan dari hukum karena hukumlah yang
akan menjamin kegiatan bisnis mendapatkan kepastian hukum bahkan
memberikan keadilan ataupun manfaat.

Hukum bisnis sangat penting untuk diketahui oleh pelaku bisnis agar
setiap pelaku kegiatan usaha dapat melakukan kegiataanya sesuai dengan
norma norma yang berlaku agar kegiatan bisnisnya berjalan lancer
tanpa adanya pelanggaran hukum Jlka terjadi pelanggaran hukum oleh para
pelaku bisnis. Akibatnya pelanggaran ini bahkan sampai pada kepailitan bagi
pelalu bisnis. dengan cara melindungi hak hak tertentu untuk bertindak
dalam rangka kepentingan tersebut. Disamping itu tentu juga terdapat
kewajiban yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh hukum.®

Dalam hubungannya dengan hukum bisnis maka setiap pelaku usaha
tentu mengharapkan perlindungan hukum sehingga dapat dikatakan
bahwa aspek hukum akan selalu menjadi bagian dalam berbisnis. Bisnis
tidak dapat dilepaskan dari hukum karena hukumlah yang akan menjamin

¢ aliman, Abdul R. 2005. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori& Contoh Kasus.
Jakarta: Prenada Media. h. 71
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oleh pelaku bisnissehingga bisnisnya berjalan sesuai dengan koridor hukum
dan tidak niernpraktikkan bisnis yang bisa merugikan masyarakat luas
(monopoli dan persaingan usaha tidak sehat).

Bagaimanapun juga adanya, pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat
serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama
bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis apa
yang sedang dijalankan. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu saja
melahirkan masalah serta tantangan baru karena hukum harus siap untuk dapat
mengantisi pasisetiap perkembangan yang muncul.

C. RUANG LINGKUP HUKUM BISNIS
Secara garis besar yang merupakan ruang lingkup darihukum bisnis,

antara lain. sebagai berikut :

Kontrak bisnis

Bentuk-bentuk badan usaha (PT, CV, Firma)

Perusahaan go publik dan pasar modal

Jual beli perusahaan

Penanaman modal/investasi (PAM/PMDN)

Kepailitan dan likuidasi

Merger, konsolidasi dan akuisisi

Perkreditan dan pembiayaan

A e AN

Jaminan hutang
. Surat-surat berharga
. Ketenagakerjaan / perb-uruhan
Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Paten (UU No. 14 tahun 2001, Hak
Merek UU No. 15 tahun 2001, Hak Cipta (UU No. 1 19 tahun 2002),
Perlindungan Varietas Tana-man (UU No. 29 tahun 2000), Rahasia
Dagang (UU No. 30 tahun 2000 ), Desain Industri, (UU No. 31 tahun
2000), dan Desain Tata Letak Sir.kuit Terpadu (UU No. 32 tahun 2000).
13. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidaksehat
14. Perlindungan konsumen (UU No.8 / 1999)
15. Keagenan dan distribusi
16. Asuransi (UU No. 2/1992)
17. Perpajakan

—_
—_ O

_.
N

18. Penyelesaian sengketa bisriis
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19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

D.

Bisnis internasional

Hukum pengangkutan (darat, laut, udara)

Alih Teknologi perlu perlindungan dan j aminankepastian hukum bagi
pemilik teknologi maupun pengguna teknologi seperti mengenai bentuk
dancara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri.

Hukum perindustrian/industri pengolahan.

Hukum Kegiatan perusahan naultinasional (ekspor-inport)

Hukum Kegiatan Pertambangan

Hukum Perbankan (UU No. 10/ 1998) dan surat- surat berharga

Hukum Real estate/ perumahan/ bangunan

Hukum Perjanjian internasional/perdaganganinternasional.

Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 tahun 2002)

SUMBER HUKUM BISNIS
Yang dimaksud dengan sumber hukum bisnis disini adalah dimana kita

bia menemukan sumber hukum bisnis itu. Yang mana nantinya sumber hukum
tersebut dijadikansebagai dasar hukum berlakunya hukum yang dipakai dalam

menjalankan bisnis tersebut.

Sumber hukum bisnis yang utama/pokok (1338 ayat 1 KUHPerdata)

adalah :

1.

Asas kontrak (perj anj ian) itu sendiri yang menj adi sumber hukum
utama, dimana masing-masing pihakterikat untuk tunduk kepada kontrak
yang telah disepakati (kontrak yg dibuat diberlakukan sama dgn UU)
Asas kebebasan berkontrak, dirnana para pihak bebas untuk membuat
dan menentukan isi dari kontrak yangmereka sepakati.

Secara umum sumber hukum bisnis (sumber hukum perundangan) tersebut
adalah :

Pengantar Aspek Hukum Bisnis Di Indonesia
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E. SUBJEK HUKUM
Dalam menjalankan  suatu bisnis tidak dapat  dilepaskan

dari  kedudukan seseorang sebagai subjek hukum. Menyebut kata
seseorang atau orang dalam hukum meliputi orang selaku pribadi dan badan
hukum sebagai subjek hukum. Dalam dunia bisnis seringkali orang sebagai
subjek hukum diabaikan sehingga tindakan tindakan hukum yang
dilakukan oleh seseorang tidak lagi dilihat apakah orang tersebut
mempunyai kewenangan melakukan Tindakan hukum atau tidak mempunyai
kewenangan melakukan tindakan hukum.

Akibat Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak
mempunyai kewenangan tersebut dapat dibatalkan, karena dianggap tidak
cakap untuk melakukan tindakan hukum. Oleh kerena itu aspek hukum
dalam kegiatan usaha menjadi hal yang penting sebagai suatu hal yang
mendukung dalam bisnis atau kegiatan dalam bidang ekonomi.

Subjek hukum adalah Setiap orang atau badan hukum sebagai
pelaku kegiatan usaha. setiap subjek hukum tentu memiliki hak dan
kewajiban tetapi tidak semua subjek hukum dapat melakukan tindakan
hukum karena yang dapat melakukan tindakan hukum adalah mereka
yang cakap hukum.

Subjek hukum yang dapat melakukan kewenangannya adalah subjek
hukum yang cakap (dewasa) apabila subjek hukum tidak cakap maka
mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Apabila mereka
melakukan perbuatan hukum maka perbuatan yang telah dilakukan akan
dapat dibatalkan oleh hukum.

Oranag yang dinyatakan tidak cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdata
adalah mereka mereka yang belum dewasa, masih dibawah pengampuan
atau di bawah perwalian misalnya gila, boros atau dungu. Mereka
ini dianggap hukumtidak cakap olehn karena itu tidak dapat melaksanakan
perbuatan hukum sendiri. Yang melakukan perbuatan hukum adalah walinya
atau kuratornya.

Orang sebagai subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban,
yang terdiri dari orang sebagai manusia pribadi dan badan hukum.
Dalam perspektif hukum perdata ketika disebut kata orang maka dapat
meliputi orang sebagai pribadi dan orang dalam arti badan hukum.
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Badan hukum sebagai organisasi dalam masyarakat juga dianggap
subjek hukum karena badan hukum juga mempunyai hak dan kewajiban
sebagaimana halnya orang sebagai manusia pribadi. Sebagai subjek hukum
maka akan berlangsung terus menerus meskipun seseorang telah
meninggal dunia. Artinya hak dan kewajiban sebagai subjek hukum tetap
harus disandang oleh seseorang. Misalnya seseorang telah meninggal
dunia maka tanggung jawab, hak dan kewajiban akan diteruskan kepada
ahli warisnya.

Hal ini termasuk apabila seseorang melakukan bisnis mempunyai
keuntungan atau utang yang harus dibayar maka dapat dilanjutkan oleh
ahli warisnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHPerdata yang
menyatakan bahwa tiada suatu hukumanpun mengakibatkan kematian
perdata atau kehilangan hak keperdataannya. Artinya betapapun kesalahan
seseorang schingga dijatuhkan hukuman oleh hakim, hukuman tersebut
tidak  boleh  menghilangkan kedudukan sebagai pendukung hak dan
kewajiban perdata.

Sebagai penyandang hak dan kewajiban ini akan berlangsung terus dan
dapat digantikan hak dan kewajiban tersebut kepada ahli warisnya.
Misalnya seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan hutang
kepada pihak lain maka ahli warisnya dapat menggantikan kewajiban
dari pewaris untuk membayar hutang hutang dari pewaris.

Demikian halnya apabila pewaris memiliki piutang maka piutang
tersebut dapat digantikan oleh ahli warisnya. Hak dan kewajiban orang
sebagai subjek hukum harus mendapat perlindungan hukum oleh karena itu
hak dan kewajiban tersebut telah dilindungi oleh konstitusi negara
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan
bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka
hukum.

Dalam ilmu hukum, subjek hukum (legal subject) adalah segala
sesuatu sebagai  penyandang hak dan kewajiban sehingga dapat
melakukam hubungan hukum. Oleh  karena itu subjek hukum
meliputi orang natuurlijkpersoon (menselijkpersoon) dan bukan orang
(rechtspersoon). Rechtspersoon biasa disebut badan hukum yang merupakan
persona ficta atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai persona.
Menurut hukum di Indonesia kedudukan seseorang sebagai subjek hukum
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1. Barang atau Benda

Objek hukum bisnis adalah barang atau benda. Benda dalam
bahasa aslinya bahasa Belanda, benda itu adalah zaak yang meliputi
benda dan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 499
KUHPerdata. Hak kebendaan merupakan bagian dari harta kekayaan
(vermogensbestanddeel). Harta kekayan tersebut diatur dalam
kUHPerdata khususnya buku II dan KUHPerdata buku III yang meliputi
benda dan hak kebendaan dan hubungan hukumnya.

Sehingga Zakenrecht (hukum benda) adalah seperangkat norma
hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum
dengan benda dan hak kebendaan. Pengaturan hukum benda pada
umumnya meliputi pengertian benda, pembendaan macam-macam
benda, dan hak-hak kebendaan.

Pengaturan hukum benda menggunakan “sistem tertutup”, artinya
hak kebendaan hanya dapat diperoleh sesuai dengan yang diatur
dalam undang undang, orang tidak diperkenankan mendapatkan hak
kebandaaan  diluar undang undang. Hukum benda bersifat
memaksa (dwingen), orang tidak boleh menyimpangi apa yang
telah diatur di dalam undang undang, sehingga tidak dimungkinkan
memperoleh hak kebendaan dengan di luar undang undang dengan kata
lain hak hak kebendaan dalam undang undang harus dikuti atau
dituruti.

Hak kebendaan diatur dalam buku II KUHPerdata yang pada
prinsipnya hak kebendaan akan melekat ditangan siapapun benda itu
berada. Orang tidak dapat memperoleh hak kebendaan diluar yang
diatur dalam KUHPerdata khususnya buku II. Dengan hak
kebendaan tersebut orang dapat mempertahankan dan menguasai hak
kendaan secara mutlak artinya hak kebendaaan akan mengikuti
dimanapun dan ditangan siapapun berada. Meskipun seseorang
memperoleh hak tersebut merupakan bantuan orang lain, tetapi setelah
ia menguasai hak ini maka ia dapat mempertahankann haknya.

Orang hanya dapat memperoleh hak kebendaan terbatas hanya apa
yang telah diatur dalam buku II artinya orang tidak mungkin
mendapatkan hak haak kebendaan baru diluar dari apa yang telah diatur
oleh KUHPerdata. Karena sifatnya memaksa(dwingenrechts) yang
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penggilingan batu dan benda benda yang berhubungan dengan
tanah misalnya pupuk, reruntuhan dari gedung bangunan
dan lain lain.

3. Berdasarkan aturan perundang undangan sebagaimana
diatur dalam pasal 508 KUHPerdata misalnya  hak
numpang karang hak pakai hasil termasuk di dalamnya pasal
314 KUHD tentang kapal yang memiliki berat 20 m3

Benda yang habis dipakai dan tidak habis dipakai yujuan
pembedaan hal ini adalah untuk pembatalan perjanjian. Apaabila
perjanjian objeknya habis dipakai maka pembetalannya mengalami
kesulitan dalam pemulihan pada keadaan semula. Karena
penyelesaiannya harus mengganti dengan dengan benda lain yang
sejenis dan senilai. Misalnya benda dipakai habis ialah beras,
roti, kayu bakar. Hal ini berbeda apabila objek perjanjian adalah
benda yang  tidak habis dipakai maka pembatalanya tidak sesulit
apabila benda habis dipakai karena bendanya masih ada dan
dapat diserahkan kembali. Misalnya pembatalan jual beli televisi,
kendaraan bermontor, perhiasan emas berlian.
Benda telah ada dan benda akan ada. Hal ini bertujuan untuk
membedakan dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan.
Benda yang ada dapat digunakan sebagai jaminan utang yang
apabila ia tidak mampumelunasi maka objek jaminan akan
diserahkan kepada yang berpiutang. Sedangkan benda yang aka
nada tentu tidak dapat dijadikan sebagai jamina utang karena
bendanya tidak ada. Apabila ini dikaitkan dengan sahnya perjanjian
pasal 1320 KUHPerdata maka ttidak memenuhi unsur ketiga
yang intinya bahkwa dalam perjanjian objeknya harus ada.
Benda dalam perdagangan dan Iluar perdagangan. Tujuan
pembedaan ini terletak pada pengalihannya pada pihak lain
misalnya karena kewarisan atau jual beli. Terhadap benda yang
dapat diperjualbelikan maka orang dapat memperjualbelikan secara
bebas dan dapat diwariskan kepada ahli waris. Benda luar
perdagangan maka objeknya tidak dapat diperjual belikan dan
tidak diwariskan kepadaahli waris.
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Tidak dapat diperjual belikan atau  tidak dapat diwariskan
itu mungkin hal ini karena fungsi kegunaannya misalnya benda
wakaf; mungkin karena tujuan dilarang undang-undang, misalnya
narkotika; yang bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya
memperdagangkan manusia untuk pembantu rumah tangga atau
karena bertentangan dengan kesusilaan, misalnya
memperdagangkan kalender gambar pornografi.

f. Benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Hal ini kaitanya
dengan pemenuhan prestasi dalam suatu perikatan. Apabila
objek perikatan adalah benda dapat dibagi, maka prestasi
dapat dilaksanakan secara sebagian demi sebagian, misalnya
dua ton pasir dapat dibagi tanpa merubah arti sifatnya
sebagai pasir.

Apabila objek perikatan adalah benda tidak dapat
dibagi, pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan sebagian
demi sebagian, melainkan harus secara utuh. Misalnya prestasi
seekor kerbau untuk membajak sawah tidak dapat dibagi
prestasi secara utuh dan satu kesatuanmisalnya dua ton pasir
dapat dibagi tanpa merubah arti dan sifatnya sebagai pasir.
Dengan kata lain bahwa perikatan yang objeknya benda yang
tidak dapat dibagi bagi maka prestasinya harus utuh dann tidak
terbagi bagi.

Misalnya prestasi seekor kaerabu iuntuk membajak sawah
tidak dapat dibagi menjadi separoh sapi diserahkan sekarang
dan separoh lagi diserahkan kemudian. Jika seekor sapi diparoh,
namanya bukan sapi lagi dan tidak berarti lagi untuk membajak
sawah.

Benda terdaftar dan tidak terdaftar. Hal ini digunakan dalam
kaitanya dengan hukum pembuktiaan, untuk ketertiban umum,
dan  kewajiban  membayar pajak. Benda terdaftar maka
pembuktiannya adalah pendaftaran itu sebagai alat bukti hukum
pengaruhnya terhadap ketertiban umum, kewajiban miliknya
untuk membayar pajak, serta kewajiban masyarakat untuk
menghormati hak milik orang lain.
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haknya, gugatan untuk memulihkan dalam keadaan semula,

gugatan untuk menuntut ganti rugi, dan sebagianya (Masjchoen, tt:

12-14).

Dengan bahasa lain hak kebendaan menurut Abdul Kadir
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. mutlak, yaitu penguasaannya secara bebas sehingga ia dapat
mempertahankannya contoh hak milik, hak cipta;

b. mengikuti benda, hak ini melekat pada bendanya contoh hak
sewa, hak memungut hasil, mengikuti bendanya dalam tangan
siapa pun benda itu berada;

b. hak didahulukan dari pihak lain  contoh di atas rumah
melekat hak hipotik, kemudian melekat pula hak hipotik
berikutnya, maka kedudukan pemegang hak pertama mempunyai
hak didahulukan dari kreditur kedua dan seterusnya

c. lebih diutamakan, misalnya pemegang hak hipotik mempunyai
hak diutamakan dan diprioritaskan dari kreditur lai misalnya
tentang kepailitan maka harus diprioritasnya terhadap harta pailit
itu;

d. hak gugat apabila hak kebendaanya diganggu oleh pihak lain;

e. pengalihan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapa pun juga.
penguasaan secara bebas atas hak kebendaan dapat dibatasi seiring
dengan berlakunya UUPA No.5 Tahun 1960 sehingga setiap orang
yang mempunyai hak atas tanah tidak boleh semaunya saja
menguasai benda itu. Pengusaan benda disesuaikan dengan tidak
boleh Dbertentangan dengan kepentingan umum. Karena tanah
mempunyai mempunyai fungsi sosial. Penguasaan dan penggunaan
hak kebendaan dibatasi oleh kepentingan orang lain. (Abdul
Kadir, 2000: 135).

3. Prestasi
Wujud dari prestasi yang dalam hukum diatur dalam  Pasal
1234 KUHPerdata yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu
dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi ini juga merupakan objek
perikatan.  Pada perikatan memberikan sesuat prestasi berupa
menyerahkan suatubarang atau memberikan kenikmatan atas suatu
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barang. Misalnya yang menyewakan berkewajiban  memberikan
kenikmatan atas suatu barang yang disewakan kepada penyewa.

Perikatan berbuat sesuatu misalnya Pengadilan memerintahkan
seseorang untuk mengosongkan rumah. Perikatan untuk tidak berbuat
sesuatu adalah debitur berjanji untuk tidak melakukan sesuatu
misalnya tidak mengambil barang yang ada dalam suatu rumah.

Menurut Pasal 1235 KUHPerdata menyebutkan semua perikatan
yang prestasinya adalah memberi sesduatu maka harus dicantumkan
bahwa yang berhutang untuk menyerahkan objek benda yang menjadi
objek perikatan dan wajib melakukan perawatan seperti milik sendiri.
Wujud prestasi yang lainnya adalah berbuat sesuatu dan tidak berbuat
sesuatu.

Berbuat sesuatu adalah melaksanakan suatu perbuatan tertentu
Sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah dengan tidak melaksanakan
sesuatu perbuatan atau tetap diam maka sudah  dianggap
tidakmelakaukan perbuatan. Hal ini harus dicantumkan dalam suatu
perikatan. Tetapi seringkali debitur tidak bersedia melakukan atau
menolak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan
dalam perjanjian. Untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam hukum
perikatan dan perjanjian.

Prestasi juga dapat sebagai objek dalam hukum bisnis karena dapat
menimbulkan hubungan hukum dan mempunyai  akibat hukum. Yang
termasuk dalam hubungan hukum misalnya pemberian jasa. Jasa
merupakan pemberian suatu kinerja atau dari satu pihak kepada
pihak lain. Jasa biasanya timbul karena hubungan timbal balik antara
pemberi jasa dan pengguna jasa.

Kegiatan yang dilakukan merupakan suatu prestasi misalnya
jasa pengiriman, jasa untuk mngerjakan suatu pekerjaan tertentu
sehingga jasa dapat dikategorikan benda yang tidak berwujud karena
tidak tampak tetapi suatu kegiatan yang merupakan wujud prestasi.
Jasa merupakan hasil interaksi dalam hubungan sosial di masyarakat
karena pada dasarnya setiap orang akan berinteraksi sosial dan
membutuhkan orang lain. Untuk memenuhi pekerjaan tertentu yang
disuruh orang lain juga merupakan jasa baik dengan mendapatkan
imbalan maupun tidak mendapatkan imbalan.
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